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ABSTRAK 
 
VIA MUTDMAINNAH (B111 10 466) Tinjauan Yuridis Terhadap 
Pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan Yang Terutang Oleh 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dibimbing oleh 
Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H, M.H selaku pembimbing I dan 
Ruslan Hambali, S.H, M.H selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan 
pajak air permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Air 
Permukaan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak 
air permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak daerah yang pada pelaksanaannya 
mengacuh pada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Air Permukaan serta yang 
menjadi kendala utama dalam penagihan pajak air permukaan yakni tidak 
adanya water meter (alat pengukur penggunaan/ pemanfaatan air) yang 
menyulitkan pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
untuk menghitung penggunaan air oleh Wajib Pajak  
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pembimbing sekaligus guru yang telah membimbing dan membantu 
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dosen Hukum Administrasi Negara yang dibagikan kepada penulis 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang sedang 
berkembang yang berusaha mengejar ketertinggalannya untuk menjadi 
negara maju dengan konsep pembangunan.Dalam pelaksanaan 
pembangunan keterlibatan negara dan warga Negara dalam segala 
bidang sangat diharapkan.Perkembangan Negara Indonesia telah 
menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang 
perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi 
masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menepatkan pungutan-pungutan 
berupa pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan 
yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional. 
Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti Indonesia 
menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum.Hal ini sebagai 
konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi 
tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelengara 
negara/pemerintah), melainkan pada hukum.Jadi, kekuasaan hukum 
terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan 
itu harus tunduk pada hukum tertulis (undang-undang).Hakikatnya  adalah 
segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum 
yang berlaku, termaksud untuk merealisasikan keperluan atau 
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kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. 
Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan 
oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya, pengenaan pajak 
oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada 
hukum (undang-undang)yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan 
sebagai negara kekuasaan. (Muhammad Djafar Saidi 2007) 
Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus 
ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan 
kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan 
kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus selalu ditunjang dengan 
iklim yang mendukung peran aktif masyarakat serta pemahaman hak dan 
kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 
digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah 
satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihanya.Pembangunan 
nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-
sama pemerintah.Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan 
pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang kewajibanya membayar pajak. 
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Pajak dipungut oleh Negara untuk dipergunakan menjalankan 
tugas rutin, dan pembangunan yang memerlukan biaya. Disamping itu 
pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat mengatur perekonomian. 
Kebijakan dalam bidang perpajakan yang efektif dapat berperan untuk 
menjaga keseimbangan ekonomi dan inflasi. Kebijakan dalam bidang 
perpajakan tersebut mempunyai peranan penting dalam keadilan 
sosial,alokasi sumber-sumber,distribusi pendapatan dan akumulasi 
modal,lebih dari itu, kebijakan perpajakan tersebut, dapat berperan untuk 
mendidik rakyat berkesadaran politik dan bernegara adalah kerealaan 
berkorban untuk kepentigan negara, salah satunya  adalah kerelaan 
membayar pajak 
Berdasarkan APBD sektor pajak daerah memiliki peran yang 
semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelengaraan 
pemerintah daerah dan pembangunan daerah peran pajak sangatlah 
penting bagi penerimaan kas negara. 
Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah 
satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial,sektor pajak 
merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif 
stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam 
membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak 
Negara (pajak pusat), pajak daerah,retribusi daerah,bea dan cukai dan 
penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah 
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(PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak 
daerah. 
Apabila pajak telah diatur dengan undang-undang, berarti Undang-
Undang Pajak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh 
dilanggar mengingat Undang-Undang Pajak tersebut telah dianggap 
diketahui oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun negara yang 
diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak. Undang-Undang Pajak 
pada hakikatnya adalah hukum pajak yang wajib dilaksanakan dan ditaati 
sebagai konsekuensi dari negara hukum Indonesia. Sekalipun harus 
dilaksanakan dan ditaati, Undang-Undang Pajak tidak boleh tidak harus 
berintikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan 
demikian,  terjelmalah pertautan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan 
rakyat dalam konstelasi Undang-Undang Pajak. (Muhammad Djafar saidi 
2007:2) 
Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 memberikan harapan yang 
lebih baik bagi pemerintah daerah karena adanya diskresi dalam 
penetapan tarif, adanya penambahan obyek pajak dan juga adanya 
sumber pajak yang baru. Namun demikian tetap dilakukan pengkajian 
yang cermat dalam rangka pembentukan peraturan daerah sebagai dasar 
hukum untuk penerapannya secara efektif di daerah. Pendapatan daerah 
yang bersumber dari pajak daerah akan meningkat dibandingkan dengan 
penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap sumber-sumber penerimaan dari pemerintah 
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pusat dapat dikurangi demi menciptakan pemerintah daerah yang lebih 
mandiri, khusunya dalam pengelolaan keuangan negara. 
Sekalipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah memberi diskresi tarif dan memberi peluang kepada 
pemerintah daerah untuk meningkatkan tarif pajak daerah sampai ke 
batas maksimal yang diperbolehkan, namun pemerintah provinsi Sulawesi 
Selatan tidak memanfaatkan peluang tersebut secara serta merta. Hal ini 
didasarkan atas pertimbangan bahwa kewenangan pemungutan pajak 
yang dimiliki oleh pemerintah provinsi pada umumnya bersifat dinamis dan 
mobile, kecuali Pajak Air Permukaan. Dengan diberlakukanya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemungutan Pajak Air Permukaan pada 
suatu provinsi masih dapat dilakukan meneruskan pemungutan 
PPPBATAP yang telah ada sebelumnya berlaku Undag-Undang Nomor 
28 Tahun 2009. Pasal 180 ayat 1 yang menyatakan bahwa peraturan 
daerah tentang pajak daerah mengenai jenis pajak provinsi masih tetap 
berlaku untuk jangka waktu dua tahun 
Dari latar belakang inilah penulis ingin melakukan penyusunan 
skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan 
Penagihan Pajak Air Permukaan yang Terutang oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 
Untuk menghindari adanya kekaburan dan pembahasan yang 
terlalu luas serta menyimpang dari tujuan semula, maka penulis akan 
mengemukakan dan mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan di 
uraikan yaitu menyangkut Pajak Air Permukan yang dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan yang 
Terutang pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan? 
2. Apa yang Menjadi Faktor Penghambat Penagihan Pajak Air 
Permukaan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan? 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai 
berikut : 
a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan pada 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Penagihan Pajak Air 
Permukaan pada Dinas pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
2. Kegunaan Penelitian  
Penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberi manfaat sebagai 
berikut: 
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a. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang aspek perpajakan, 
khususnya mengenai pajak air permukaan air. 
b. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada 
umumnya dan mahasiswa yang mengambil program Hukum 
Administrasi Negara pada khususnya. 
c. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat. 
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B A B II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pajak  
1. Pengertian Pajak 
(R Santoso brotodiharjo.2003:2)Pasal 23A Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum 
pungutan pajak di indonesia yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang 
bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. 
Berkaitan dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan 
oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Definisi pajak 
menurut : 
Prof.Dr. P.J.A Adriani (diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo 
2003:2) :  
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat 
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 
menyelengarakan pemerintahan”. 
Pengertian pajak juga di kemukakan oleh Anderson (Muhammad 
Djafar Saidi, 2010:30) yang  mengemukakan bahwa : 
“tax is a compulsory contributon, levied by the state (in the broad 
sense) upon persons property income and privileges for purposes of 
defraying the expences of government (pajak adalah pembayaran yang 
bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan 
kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah”. 
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Kemudian  Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1990:5) : 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) denga tidak mendapat jasa 
timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang 
digunakan untuk mmbayar pengeluaran umum” 
Selain itu juga Prof. Dr. MJH. Smeets (1951) yang disadur oleh 
Diaz Priantara (2012:2) : 
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 
norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra 
prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan 
untuk menbiayai pengeluaran pemerintahan” 
Selanjutnya Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya yang 
berjudul “Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong” (1964:102),  
“Pajak adalah iuran wajib, beberapa uang atau barang, yang 
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna 
menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai 
kesejatraan umum”. 
Demikian pula oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, memberikan 
definisi sebagai berikut : 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-
undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan 
untuk membiayai pembangunan. 
Kemudian Sudarsono, (1994:1) juga menyatakan bahwa Pajak 
adalah: 
“Pungutan wajib, biasanya berupa utang yang harus dibayaroleh 
penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau 
pemerintahsehubungan dengan pendapatan, pemilikan barang, harga beli 
barang dan sebagainya”. 
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Defenisi pajak juga dikemukakan menrut ahli hukum perancis, 
termuat dalam buku karya Leroy Beaulieu yang berjudul Traite de la 
Science des Finances, 1906 (Adrian Sutedi, 2008:55) : 
“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari 
barang, untuk menutup belanja pemerintah”. 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak 
daerah dan Restribusi Daerah, defenisi pajak adalah sebagai berikut : 
“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Dari definisi-definisi tersebut di atas, Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si 
(2003:15:22) mengemukakan beberapa unsur pokok dalam perpajakan, 
yakni : 
a. Iuran atau pungutan 
Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak 
berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran sedangkan 
arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari 
pemerintah, maka pajak sebagai pungutan. 
b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang 
Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa 
pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan 
karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh 
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rakyat banyak, sehingga dalam perumusan tentang macam, jenis dan 
berat ringannyatarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan 
menyetujui, melalui wakil-wakilnya di Parlemen atau Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
c. Pajak Dapat Dipaksakan 
Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa 
wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Kekuasaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi 
administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam Undang-Undang 
Perpajakan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 
Fiskus juga mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk 
mengadakan tindakan memaksa Wajib Pajak dalam bentuk penyitaan 
harta, baik harta tetap maupun harta bergerak. Bahkan dalam sejarah 
hukum pajak di Indonesia dikenal adanya lembaga sandera atau gijzeling, 
yakni Wajib Pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak, akan 
tetapi selalu menghindar dengan berbagai dalih untuk tidak membayar 
pajak, maka fiskus dapat menyandera Wajib Pajak yang bersangkutan 
dalam memasukkannya ke dalam kurungan. 
d. Tidak Menerima atau Memperoleh Kontraprestasi Secara Langsung 
Ciri khas utama dari pajak adalah Wajib Pajak yang membayar 
pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal balik atau kontra 
prestasi dari Pemerintah (without receipt of special benefit of equal value; 
without reference to special benefit conferred). Jika seorang wajib pajak 
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membayar pajak penghasilan, maka fiskus tidak akan memberi apapun 
kepadanya sebagai jasa timbal balik. 
e. Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Pemerintah 
Pajak itu dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum 
pemerintah dalam menjalankan pemerintah. Dana yang diterima dari 
pemungutan pajak dalam pengertian/definisi-definisi pajak tidak pernah 
ditujukan untuk sesuatu pengeluaran yang khusus. 
2. Fungsi Pajak 
(R Santoso Brotodiharjo.2003:212) Fungsi pajak adalah kegunaan 
pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri, Pada umumnya terdapat 2 
macam fungsi pajak, yaitu: 
a. Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran )  
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 
membiyai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-
tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara 
membutuhkan biaya, biaya ini salah satunya dapat diperoleh dari 
penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiyaan rutin seperti 
belanja pegawai,belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. 
Untuk pembiyaan pembangun uang dikeluarkan oleh tabungan 
pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. 
Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 
dengan kebutuhan pembiyaan pembangunan yang semakin meningkat 
dan ini terutama diharapkan sektor pajak. Fungsi anggaran ini adalah 
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fungsi pokok atau fungsi utama pajak atau disebut juga fungsi dimana 
pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana dari masyarakat 
ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 
Fungsi anggaran disebut sebagai fungsi untuk memasukanuang 
sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, berdasarkan fungsi 
pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai 
kepentinganya memungut pajak dari penduduknya melalui berbagai jenis 
pajak yang ditetapkan atas berbagai sendi kehidupan masyarakat sesuai 
dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 
Yang dimaksud dengan memasukan dana secara optimal ke kas 
negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah : 
1) Jangan sampai terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya 
kewajiban perpajakannya. 
2) Jangan sampai terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib 
pajak kepada fiskus. 
3) Jangan sampai terdapat objek pajak ysng terlepas dari pengamatan 
atau penghitung fiskus. 
Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke 
kasnegara tidak hanya bergantung kepada fiskus saja atau kepada wajib 
pajak saja, namunjuga berdasarkan undang-undang perpajakan yang 
berlaku. 
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b. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) 
 Fungsi ini adalah fungsi tambaha, yaitu fungsi dimana pajak 
dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan 
tertentu. Disebut fungsi tambahan karena fungsi ini bertindak sebagai 
pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi budgetair. Dengan adanya 
fungsi ini diharapkan pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan 
pemerintahan suatu negara. 
3. Jenis-Jenis Pajak  
(Munawir S. 1983:4) Pajak dapat dikelompokan ke dalam berbagai 
jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat 
dari segi administratif yuridis, dari segi tolak pungutanya, dan berdasarkan 
kewenangan pemungutannya. 
1. Segi Administratif Yuridis 
Pengelolaan pajak dari sisi ini terdiri dari pajak langsung dan pajak 
tidak langsung: 
a. Pajak langsung  
Suatu jenis pajak  dikatakan sebagai pajak langsung apabila 
dipungut secara periodik, yakni dipungut secara langsung apabia dipungut 
secara berulang-ulang dalam waktu tertentu dan tidak hanya satu kali 
pungut saja. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan 
bangunan  ini dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa 
pajak, dimana setiap tahun Dirjen pajak harus menetapkan besarnya 
pajak yang terutang dengan jalan menguluarkan surat ketetapan pajak. 
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b. Pajak Tidak Langsung 
Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara 
insedental, hanya jika terjadi tastbestand dan tidak menggunakan surat 
ketetapan pajak, jadi tidak ada kohirnya. Contoh pajak tidak langsung 
adalah bea materai atau juga pajak pertambahn nilai atas barang dan 
jasa. Dalam bea materai, pengenaan pajak itu hanya dilakukan terhadap 
dokumen. 
2. Berdasarkaan Titik Tolak Pungutanya 
Perbedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak 
pungutanya ini akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif 
dan paja objektif. 
a. Pajak subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang atau 
badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai dengan 
menetapakan orang baru kemudian dicari syarat-syarat obejktifnya. 
Contoh : pajak penghasilan. 
b. Pajak objektif 
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh : Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 
mewah. 
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3. Menurut Kewenangan Pungutanya  
Dengan mendasarkan pada kewenangan pungutanya,maka pajak 
dapat digolongkan menjadi 2 yakni, pajak pusat dan pajak daerah. 
a. Pajak pusat 
Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan 
atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea 
materai. 
b. Pajak daerah 
(Peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 
2010) Pajak daerah adalah konribusi wajib kepada daerah yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Pajak daerah terdiri atas 2 : 
1) Pajak provinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor, dankendaraan di 
atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 
2) Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel,pajak restoran, pajak 
hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. 
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4. Asas-asas Perpajakan 
(R Santoso brotodiharjo. 2003: 30) Didalam pajak, dikenal ada 
beberapa asas yang menjadi pokok besar atau menjadi tumpuan berfikir, 
dan dalam kamus umum bahasa indonesia kata “asas” antara lain 
diberikan pengertian sebagai “sesuatu kebenaran yang menjadi pokok 
dasar atau tumpuan berfikir” 
Menurut Sudikno Mertokusumo : 
 “Asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan 
hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dalam dasar yang umum 
sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit 
yang terdapat dalam dan dibelakang dari setiap sistem hukum yang 
menjelma dalam peraturan perundangan-undangan dan putusan 
hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan 
mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkrit tersebut”. 
Asas-asas perpajakan antara lainadalah asas Rechtfilosofis, asas 
pembagian beban pajak, asas pengenaan pajak, dan asas pelaksanaan 
pungutan pajak: 
a. Asas rechtfilosofis 
Asas rechtfilosofis merupakan mecari dasar pembenar terhadap 
pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar 
yang ingin dicari jawabanya dari asas ini adalah: 
“mengapa negara mengenakan pajak terhadap rakyat?” atau “ atas dasar 
apa negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat?” 
terhadap permasalahan itu ada beberapa jawaban yang ada di dalam 
beberapa teori : 
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1) Teori asuransi  
Adalah termaksud tugas negara untuk melindungi orang dari segala 
kepetinganya: keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. 
Sebagaiamana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi 
(pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut diatas diperlukan 
pembayaran premi dan di dalam hal ini, pajak inilah dianggap sebagai 
premiya sewaktu-waktu tertentu harus di bayar oleh masing-masing orang 
atau badan. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak 
tepat, karena : 
a. Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara. 
b. Antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang 
diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, 
namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan,sekedar untuk 
memberikan dasar hukum kepada pemungut pajak saja. Karena 
pincangnya persamaan tadi, yang menibulkan ketidakpuasaan, pula 
karena ajaran bahwa pajak adalah bukan retribusi maka makin lama 
makin berkuranglah penganut teori ini, sehingga dapat dikatakan tidak 
ada lagi penganut teori ini. Pembayaran pajak tidak dapat disamakan 
oleh pembayaran yang dilakukan oleh seseorang kepada perusahaan 
pertanggungan/asuransi. 
2) Teori kepentingan (aequivalen) 
Teori ini dalam ajaranya yang semula lebih menekankan pada 
pembagian beban pajak yang harus dipungut dari rakyat seluruhnya. 
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Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-
masing dalam tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termaksud 
juga perlindunganya atas jiwa dan harta benda orang-orang itu, maka 
sudah selaykanya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara 
untuk menunaikan kewajibanya dibebankan kepada rakyatnya. 
Terhadap teori ini banyak terjadi sanggahan-sanggahankarena 
dalam ajaran-ajaranyapun pajak sering dikacauakan dengan retribusi. 
Padahal mungkin sekali disini si miskin memiliki kepentingan yang lebih 
besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan  yang termkasud 
lapangan lapisan sosial, sehingga berbagai kensekuensinya seharusnya 
si miskin lebih besar membayar pajak, inilah yang bertentangan dengan 
kenyataan yang ada. Guna mengambil kepentingan seseorang dalam 
usaha pemerintah sebagai ukuran, dari dulu belum ada ukuran atau alat-
alat yang digunakan untuk itu,sehingga amat sulit untuk menentukan 
denga tegas. Hal itulah yang menyebabkan makin berkurang jumlah 
sarjana yang mempertahankan teori ini yang tidak sesuai dengan 
kenyataan yang ada. 
3) Teori kewajiban pajak mutlak  
Teori ini disebut juga “teori bakti”, toeri terebut didasarkan pada 
organ theory dari otto von gierke, yang menyatakan bahwa negara itu 
merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. 
Tanpa ada “organ” atau lembaga itu individu tidak mungkin dapat hidup. 
Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat 
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membebani setiap anggota masyrakatnya dengan kewajiban kewajiban, 
antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan 
hidup masyarakat/negara dengan milisi/wajib miiter. 
4) Teori daya beli 
Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagaimana pompa yang 
menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian 
dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya uang yang 
berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran 
lain. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat, 
sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa, penyedot uang dari 
rakyat yag akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk 
kesejatraan masyarakat , sehingga pajak pada hakikatnyatidak merugikan 
rakyat, oleh karena itu, maka pungutan pajak dapat dibenarkan. 
5) Teori pembenaran pajak menurut pancasila  
Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. 
Gotong royong dalam pajak tidak lain dari pada pengorbanan setiap 
anggota keluarga (anggota masyarakat)  untuk kepentingan keluarga 
tanpa mendapatkan imbalan. Jadi, berdasarkan pancasila pungutan pajak 
dapat dibenarkan karena pembayaran pajak di pandag sebagai uang yang 
tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. 
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b. Asas pembagian beban pajak  
 Berbeda dengan asas rechtsfilsofis yang mencari daar pembenaran 
pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyat. Asas ini mencari jawaban 
atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak itu dikenakan terhadap 
rakyat secara adil.  
c. Asas pengenaan pajak  
Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas permasalan: 
1) Siapa atau pemerintah mana yang berwenang memungut pajak 
terhadap suatu sasaran pajak tertentu 
2) Siapa yang dapat dikenai pajak 
3) Apa sasaran pengenaan pajak 
Dalam hal ini, pembicaraan menyangkut yurikdsi dari suatu negara. 
Berhadapan dengan negara lain. Terhadap permasalahan tersebut ada 
beberapa jawaban sebagai berikut: 
1. Asas negara tempat tinggal 
Asas ini sering disebut sebagai asas domisili. Asas negara tempat 
tinggal ini mengandung arti bahwa negara dimana seseorang bertempat 
tinggal, tanpa memandang kewarganegaraanya, mempunyai hak yang tak 
terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu dari semua 
pendapatan yang diperoleh orang itu dengan tidak menghiraukan dimana 
pendapatan itu diperoleh. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk 
memungut pajak adalah negara dimana wajib pajak berdomisii, dan 
dikenakan terhadap semua penghasilan. 
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2. Asas negara sumber  
Asas negara sumber mendasarkan pemajakan pada tempat 
dimana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan 
atau tempat kegiatan suatu negara. Negara dimana sumber itu berada 
mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atau hasil yang keluar 
dai sumber itu. 
3. Asas kebangsaan  
Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status 
kewarganegaranya. Jadi, pengenaan pajak dilakukan oleh negara asal 
wajib pajak. Yang dikenakan pajak ialah semua orang yang mempunyai 
kewarganegaraan negara tersebut tanpa memandang tempat tinggalnya. 
4. Asas  pelaksanan pemungutan pajak 
Yang termaksud ke dalam asas ini yaitu asas yuridis, ekonomi dan 
finansial. 
a) Asas yuridis 
Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan 
hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk 
negara maupun warganya. Oleh, karena itu mengenai pajak di negara 
hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. 
Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum 
baik tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak 
yang tersangkut dalam pemungutan pajak, yakni wajib pajak 
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b) Asas ekonomis 
Perlu diketahui bahwa pajak disamping mempunyai fungsi budgeter 
juga mempunyai fungsi mengatur. Mengingat fungsinya yang demikian, 
maka pemungutan pajaknya : 
(1) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarya 
produksi dan perdangangan. 
(2) Harus diusahakan supaya jangan menghalangi-halangi rakyat 
dalam usahanya mencari kebahagiaan dan; 
(3) Harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum. 
c) Asas finansial  
Berkaitan dengan hal ini, fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi 
budgeter-nya, yakni untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya 
dengan itu agar hasil yang diperoleh besar, maka : 
(1) Biaya pemungutanya harus sekecil mungkin 
(2) Harus dipungut pada saat yang paling mengutungkan. 
B. Pajak Air Permukaan 
1. Pengertian Pajak Air Permukaan 
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau 
pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang 
terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada 
di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak 
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 
(PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. 
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Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009, PPPABTAP 
dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air 
Bawah Tanah. 
Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, 
sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak 
Kabupaten/Kota.  
Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi 
tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. 
Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapiran 
pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang 
muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Pajak Air 
Permukaanyang terutang dipungut oleh wilayah daerah tempat air berada 
dan pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah  
Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang 
dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.  
Subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dan atau 
pemanfaatan air permukaan dari gubernur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
Objek Pajak Air Permukaan yakni pengambilan dan pemanfaatan 
air permukaan.Dikecualikan dari objek pajak Air Permukaan adalah 
pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan: 
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a. Untuk keperluan dasar rumah tangga  
b. Untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat  
c. Untuk kepentingan sosial dan oleh badan sosial non komersil 
d. Untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang 
disediakan dipungut biaya 
e. Untuk keperluan peribadatan dan penaggulangan bahaya 
kebakaran 
f. Oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang 
khusus didirikan untuk menyelenggaraakan usaha ekspoilitas dan 
pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-
sumber air tanpa memungut biaya. 
2. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan 
Dasar pengenaan Pajak Air  Permukaan  menurut  Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi SelatanNomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 45 sebagai berikut: 
a. Dasar penagihan  Pajak Air Permukaan  yaitu nilai perolehan Air 
Permukaan 
b. Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaiamana dimaksud pada ayat 
(1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan 
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: 
a) Jenis sumber air 
b) Lokasi sumber air 
c) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
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d) Volume air yang diambil dan/atau dimanafaatkan 
e) Kualitas air  
f) Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air dan 
g) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air 
c. Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana di maksud 
pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Gubernur. 
Adapun untuk tarif dan tata cara pajak air permukaan diatur dalam 
Pasal 46 dan 47 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  sebagai berikut:  
Pasal 46 : Tarif pajak air permukaan sebesar 10% (Sepuluh Persen). 
Pasal 47 : Besaran pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung 
dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan sebagaiamana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3). 
Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah 
tempat air berada, Sedangkan Masa Pajak Air Permukaan merupakan 
jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau dalam waktu lain 
yang diatur dengan peraturan gubenur paling lama 3(tiga) bulan kalender. 
Dan saat pajak air permukaan terutang yaitu sejak pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan. 
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Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak 
1. Gubernur menentuhkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 tahun hari kerja 
setelah saat terutang pajak. 
2. SKPD, SKPDKB, SKPDKTB, STPD, surat keputusan pembetulan, 
surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,  
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka 
waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. 
3. Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memunuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 
kepada wajib pajak yang mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. 
4. Pembayaran pajak dilakukan kas umum daerah atau tempat lain 
yang ditunjukan sesuai ketentuan. 
5. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk 
sebagaiaman dimaksud pada ayat 4, maka hasil penerimaan pajak 
daerah disetor ke kas umum daerah dalam waktu 1 hari kerja. 
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 
penyetoran, tempat pemabayaran, angsuran, dan penundaan 
pemabayaran pajak diatur dalam peraturan gubenur. 
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C. Penagihan Pajak Air Permukaan 
1. Penagihan secara Biasa 
(Marihot P, 2004:31) Dasar hukum yang dipakai dalam melakukan 
penagihan pajak adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa 
pajak terutang sesuai perhitungan wajib pajak masih kurang dari yang 
seharusnya, surat tagihan pajak, keputusan fiskus, dan keputusan 
pengadilan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
oleh wajib pajak bertambah. Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh 
fiskus dan menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan pembayaran 
pajak meliputi:yaitu SKPD (Surat ketetapan pajak daerah), SKPDKBT 
(Surat ketetapan pajak daerah bayar tambahan, SKPDKBT (Surat 
ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan dan STPD (Surat tagihan 
pajak daerah). 
2. Penagihan secara Seketika dan Sekaligus  
 Dalam keadaan tertentu fiskus dapat melakukan penagihan pajak 
terhadap wajib pajak tanpa menuggu jatuh tempo pembayaran 
pajak.Tindakan ini merupakan tindakan khusus dan hanya dilakukan 
dalam keadaan tertentu yang memenuhi ketentuan Undang-Undang 
KUP.Tindakan penagihan pajak yang seperti ini disebut dengan 
penagihan pajak seketika dan sekaligus, yaitu penagihan pajak tanpa 
menuggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak 
dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.Surat perintah 
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penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat yang 
berwenang apabila:  
a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu. 
b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau 
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan 
perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. 
c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan 
badan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki 
atau dikuasainya. 
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara. 
e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga 
atau terdapat tanda-tanda kepalitan. 
Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan 
sebelum penerbitan surat paksa. Penyampian surat perintah penagihan 
seketika dan sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh jurusita pajak 
kepada penanggung pajak. 
3. Penagihan dengan Surat Paksa 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 disebutkan 
bahwa pelaksanaan surat paksa (sita dan penyanderaan) dengan tidak 
melalui perantara hakim, seperti diusulkan dalam RUU ini adalah satu 
system penagihan pajak di Indonesia sebelum tahun 1942. Pelaksanaan 
surat paksa sebanyak mungkin dilakukan dengan tidak melalui 
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perantaraan hakim pengadilan negeri. Hal ini tidak dalam segala 
kemungkinan, yakni tidak mungkin jika ada concorsur antara fiskus dan 
kreditor lain dari wajib pajak. Dalam hal ini, bantuan pengadilan negeri 
masih diperlukan mengingat kepentingan segala pihak.Juga pekerjaan 
sanggahan terhadap pelaksanaan akhirnya harus tetap ditugaskan 
kepada pengadilan negeri. 
Bukanlah maksud pemerintah untuk memberikan alat hukum 
istimewa kepada fiskus dalam melaksanakan penagihan. Wewenang 
fiskus ini dalam praktiknya tidak akan melebihi peraturan tentang sisa dan 
penyaderaan yang lebih lancar, dalam arti kata, sebagaimana telah di 
uraikan di atas, dengan menghindari jalan yang panjang melalui 
perantaraan hakim pengadilan negeri. Disamping itu kepada penanggung 
pajak diberikan hak mengajukan sanggahan terhadap pelaksanaan dalam 
hal sita dan penyanderaan berakit bahwa pelaksanaanya di tangguhkan 
sambil menunggu keputusan hakim pengadilan negeri. 
D. Dasar Hukum Penagihan Pajak Air Permukaan 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(Muhammad Djafar Saidi, 2010:181) Pemungutan pajak yang 
hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemic hukum dikalangan 
wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami 
mengenai dasar hukum mengapa negara berkehendak memungut pajak 
kepada warganya. Pemungutan pajak oleh negara tanpa memiliki dasar 
hukum yang sah, berarti negara melalui pejabat pajak melakukan 
31 
perampasan dan bahkan merupakan perampokan bagi kekayaan 
warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh 
dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena 
negara indonesi adalah negara hukum. 
 (Muhammad Djafar Saidi 2010:6) Sebelum di amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai pajak diatur pada 
Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan 
negara harus berdasarkan undang-undang”. Ketentuan ini mengandung 
asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk 
memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat 
harus berdasarkan undang-undang. Sebenarnya tidak ada pajak tanpa 
persetujuan antara rakyat melalui wakilnya didalam Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan Presiden yang diatur dengan undang-undang. 
 (Muhammad Djafar Saidi 2010:8) Setelah amandemen UUD 1945, 
ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. 
Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “pajak 
dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 
dengan undang-undang”.  Pasal 23A UUD NRI 1945 tetap melanjutkan 
asas legalitas yang awalnya dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Sekalipun 
demikian, terdapat perubahan yang prinsipil karena bukan hanya pajak 
melainkan pungutan yang bersifat memaksa harus pula diatur dengan 
undang-undang.  
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 Semua Undang-Undang pajak tersebut tetap diberlakukan 
walaupun ketentuan induknya telah mengalami pergantian dari Pasal 23 
ayat (2) UUD 1945 menjadi Pasal 23A UUD NRI 1945. Dasar hukum 
keberlakuannya adala Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 NRI yang 
menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada 
masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang dasar ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekosongan atau 
kevakuman hukum di bidang perpajakan sebagai konsekuensi dari 
amandemen UUD 1945. Sebenarnya Undang-Undang Pajak sebagai 
sumber hukum pajak tetap diakui eksistensinya walaupun telah berubah 
ketentuan induknya (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945). 
 Walaupun Undang-Undang Pajak masih  diberlakukan, tetapi tidak 
tertutup kemungkinan akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan 
substansi  yang terkandung dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Peninjauan 
kembali Undang-Undang Pajak adalah searah dengan tujuan reformasi 
agar hukum pajak tidak hanya memihak kepada pejabat pajak tetapi juga 
terhadap wajib pajak selaku pembayar pajak, dalam arti bahwa Undang-
Undang pajak harus menempatkan pejabat pajak dengan wajib pajak 
pada posisi yang sama dalam pemenuhan kewenangan dan hak masing-
masing. 
2. Undang – Undang 
 (Muhammad Djafar Saidi, 2010:182) Undang-undang Pajak 
sebagai penjabaran ketentuan Pasal 23 ayat(2) UUD 1945 yang telah 
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diubah dan diganti oleh Pasal 23A UUD NRI 1945 adalah dasar hukum 
yang bersifat operasional pemungutan pajak, kecuali Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak tidak 
terkait dengan pemungutan pajak, melainkan adalah suatu lembaga 
peradilan pajak yang menyelesaikan sengketa pajak dengan pejabat pajak 
atau antara sesama wajib pajak. Dengan demikian, tidak semua Undang-
undang Pajak yang berlaku merupakan dasar hukum yang bersifat 
operasional pemungutan pajak, tergantung dari substansi hukum yang 
dikandungnya. 
 Muhammad Djafar Saidi 2010:9) Pasal 23A UUD NRI 1945 telah 
diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang pajak dengan kedudukan, baik 
sebagai mengganti maupun sebagai mengubah Undang-Undang pajak. 
Adapun Undang-Undang Pajak dalam kedudukan sebagai pengganti 
adalah sebagai berikut. 
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(UU PENJAK) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; 
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
restribusi Daerah (UU PDRD) terhadap Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
tahun 2000. 
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 Luas cakupan UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) tidak hanya 
tertuju pada pajak daerah yang terdapat dalam UU Nomor 18 Tahun 1997  
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, tetapi 
termasuk pula Pajak Bumi dan Bangunan. Kedua jenis pajak ini (pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan) sebelumnya adalah pajak pusat, berarti 
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun berdasarkan 
UU Nomor 28 tahun 2009 telah beralih pengelolaannya kepada kepala 
daerah karena telah menjadi pajak daerah kabupaten/kota. 
2. Peraturan Daerah Provinsi 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
berkualitas dan efektif khususnya untuk menyediakan pelayanan yang 
terbaik kepada masyarakat, maka pemerintah daerah membutuhkan dana 
yang memadai dan diperoleh berdasarkan ketentuan perundang – 
undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu 
wujud dari desentralisasi fiskal, untuk memberikan sumber-sumber 
penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai 
potensinya.  
Pengaturan tentang pajak Air Permukaan di atur dalam Peraturan 
Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak 
daerah. 
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3. Peraturan Gubernur 
Dalam rangka kelancaran pemungutan Pajak Air Permukaan 
sebagaimana diatur dalam peraturan daerah provinsi, maka beberapa 
ketentuan dalam peraturan daerah tersebut perlu segera ditindak lanjuti 
dengan peraturan gubernur. 
Peraturan Gubernur biasanya berisi petunjuk pelaksanaan 
pemungutan Pajak Air Permukaan yang dianggap dapat memperlancar 
proses pemungutan pajak air permukaan di suatu daerah, hal inilah yang 
menjadi dasar hukum pemungutan pajak air permukaan di Indonesia. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan.Alasan penulis memilih tempat tersebut karena Pajak Air 
Permukaan yang merupakan Pajak Daerah Provinsi dipungut oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi 
di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat 
di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam 
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa : 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca 
berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang 
mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
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Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara 
berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini 
melakukan teknik Interview (wawancara) yakni penelitian melakukan 
tanya jawab secara langsung kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan UPTD guna memperoleh data yang akurat. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan 
skripsi ini yaitu pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang menangani penagihan pajak air permukaan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-
bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta 
mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam 
penulisan skripsi. 
D. Teknik Analisis Data 
Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang 
tersebut di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu 
dan sistematis di perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan 
analisis Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara menyelaraskan 
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danmenggambarkan keadaan yang nyata mengenai pelaksanaan 
penagihan Pajak Air Permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi 
Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 
Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, 
maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk 
menghasilkan data yang bersifat deskriptif. 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
1. BAB 1 : Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan kegunaan penelitian. 
2. BAB 2 : Berisi tinjauan pustaka yang berguna untuk mendukung 
penulisan skripsi, adapun tinjauan pustaka ini terdiri dari : 
pajak, pengertian pajak, asas perpajakan, jenis-jenis pajak 
daerah provinsi, pajak air permukaan, penagihan pajak air 
permukaan, penagihan secara biasa, Penagihan secara 
seketika dan sekaligus, penagihan dengan surat paksa, 
dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indosnesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Dasar, Peraturan Daerah Provinsi. 
3. BAB 3 : Berisi metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, 
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teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik 
analisis data, dan sistematika penulisan. 
4. BAB 4 : Berisi hasil penelitian dan pembahasan. 
5. BAB 5 : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari garis- 
garis besar pokok pembahasan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan yang Terutang oleh 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Pajak air permukaan merupakan salah satu dari lima pajak daerah 
yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan 
dan Pajak Rokok. Pelaksanaan penagihan pajak ini sebagai wujud dari 
kebijakan otonomi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 yang pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan 
perundang-undangan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 ini maka pemerintah provinsi Sulawesi Selatan 
membuatPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah dimana Peraturan Daerah tentang Pajak yang 
diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacuh pada Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. 
Menimbang bahwa Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah disahkan dan telah 
mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Daerah perlu segera ditindak lanjuti dengan 
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Peraturan Gubernur. Mengenai Peraturan Gubernur untuk pajak air 
permukaan sendiri diatur dalam Peraturan Gubernur  Sulawesi Selatan 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 
Khusus Pajak Air Permukaan. 
 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang 
dikenal dengan sebutan Dispenda adalah organisasi yang berada 
dibawah pimpinan provinsi yang memiliki tanggung jawabdalam 
pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan 
pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain 
sebagainya.Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan yang penting guna membiyai penyelengaraan pembangunan 
dan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, 
pemerataan keadilan, peran serta masyarakat dan akutanbilitas dengan 
memperhatikan potensi daerah. 
Yang menjadi Wajib Pajak Air Permukaan pada Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah orang pribadi atau 
badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air 
permukaan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bapak Agus 
(staf pendataan bidang pajak) pada tanggal 26 juni 2014 jam 12:43, 
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bahwa di setiap kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan terdapat 
Wajib Pajak Air Permukaan, beberapa diantaranya yang dianggap 
memiliki potensi yang cukup besar yakni sebagai berikut: 
NO WAJIB PAJAK JENIS SUMBER AIR 
1 PDAM (Makassar) Danau 
2 PT. VALE (Suroako Luwu Timur) Danau 
3 BAKARU/ SAWITTO (Pinrang) Sungai 
4 BILI – BILI (Gowa) Danau 
5 FAJAR FUTURA (Luwu) Sungai 
6 TANGKA MANIPI (Sinjai) Sungai 
7 CV LATUNRUNG (Enrekang) Sungai 
8 PT. MALEA ENERGI (Tana Toraja) Sungai 
Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Dari data diatas terlihat bahwa obyek pajak air permukaan di 
Sulawesi Selatan sebagian besar yakni pengambilan/ pemanfaatan air 
yang bersumber dari sungai dan danau. 
Pada tahun 2014 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan menargetkan pendapatan daerah dari  penerimaan pajak 
pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Sulawesi Selatan 
sebesar Rp. 91.856.851.500(Sembilan puluh satu milyar delapan ratus 
lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), 
adapun rinciannya sebagai berikut: 
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NO Kab/ Kota Target (Rp) 
1 Makassar 1.067.673.354 
2 Pare Pare 75.933.000 
3 Palopo 237.993.000 
4 Bone 35.000.000 
5 Wajo 98.250.000 
6 Bantaeng 37.914.000 
7 Gowa 852.750.000 
8 Pinrang 8.039.500.000 
9 Maros 68.077.000 
10 Pangkep 154.670.000 
11 Sidrap 5.526.700 
12 Tana Toraja 214.455.000 
13 Luwu Timur 79.893.773.324 
14 Soppeng 21.700.000 
15 Bulukumba 13.740.000 
16 Barru 14.936.000 
17 Luwu(Belopa) 233.098.000 
18 Sinjai 442.578.121 
19 Luwu Utara 21.618.000 
20 Takalar 28.760.000 
21 Jeneponto 17.208.000 
44 
22 Enrekang 230.500.000 
23 Toraja Utara 32.682.000 
24 Selayar 18.516.000 
Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa kabupaten/ kota yang memiliki 
potensi penerimaan yang bersumber dari Pajak Air Permukaan yang 
terbesar yakni Luwu Timur, Pinrang, Makassar, Gowa, Sinjai, Luwu 
(Belopa), Enrekang dan Tana Toraja. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nilai 
Perolehan Air dan Harga Dasar Air Permukaan mengacuh pada 
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1840/VI/TAHUN 2011 
Tanggal 1 Juni 2011 tentang Penetapan nilai Perolehan Air Sebagai 
Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Tanah. Adapun penetapan nilai 
perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan tanah 
tersebut yakni sebagai berikut: 
Sektor Pajak NPA/ Harga Dasar Air Keterangan 
 
(Rp) 
 A. Sektor Industri, Pertambangan 
       dan Energi 
  a. s/d 10.000 M3 350/M3 Pabrik, Industri air 
b. 10.01-100.000 M3 375/M3 minum, industr yg 
c. 100.001-500.000 M3 400/M3 Yg menggunakan  
d. 500.001-1.000.000 M3 425/M3 bahan baku air. 
e. Lebih Dari 1.000.000 M3 450/M3 
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2. Pembangkit Listrik PT. PLN 50/Kwh 
 3. Pembangkit Listrik Turbin selain PT. PLN 
 a. s/d 100 PK 1.100/ PK/ Bulan 
 b. 101-1.000 PK 1.500/ PK/ Bulan 
 c. 1.001-10.000 PK 2.000/ PK/ Bulan 
 d. Lebih dari 10.000 PK 1.500/ PK/ Bulan 
 4. Perusahaan Daerah Air Minum 150/ M3 
 5. Pertamina dan Kontraktornya 150/ M3 
 B. Sektor Perdagangan dan 
Sektor Jasa 
  a. s/d 10.000 M3 300/ M3 Pertokoan, 
b. 10.01-100.000 M3 325/ M3 swalayan, 
c. 100.001-500.000 M3 350/ M3 perbankan, 
d. 500.001-1.000.000 M3 400/ M3 asuransi hotel, 
e. Lebih Dari 1.000.000 M3 450/ M3 Kolam,penginapan 
Usaha Perdagangan dan Jasa yang 
dikelola koperasi 
50% dari harga huruf 
a-e 
restoran,dan 
usaha 
  
komersil lain. 
C. Sektor Pertanian 
  1. Perkebunan : 
  a. Tebu 70.000/Ha/ Panen 
 b. Tembakau 60.000/Ha/ Panen 
 c. Tanaman perkebunan lainnya 50.000/Ha/ Panen 
 d. Usaha perkebunan yang dikelola 50% dari harga huruf  
 Koperasi a,b,c 
 2. Usaha Pertanian lainnya di luar 55.000/Ha/Panen 
      Pertanian rakyat 
  D. Sektor Pariwisata 
Usaha Komersil tempat rekreasi 
3% dari tarif masuk 
lokasi rekreasi. 
 dan Olahraga 
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   E. Koperasi, UKM dan Usaha Lain 
yang juga Berfungsi Sosial 
  a. s/d 10.000 M3 175/M3 Sekolah Umum 
b. 10.01-100.000 M3 200/M3 PT.Swasta, yayasan 
c. 100.001-500.000 M3 225/M3 RS. Swasta, Klinik, 
d. 500.001-1.000.000 M3 250/M3 Balai Pengobatan 
e. Lebih Dari 1.000.000 M3 275/M3 
 F. Khusus 
  a. Pelabuhan laut dan Sungai 1.000/ M3 
 b. Pelabuhan Udara 1.100/ M3 
 G. Sektor lain selain huruf A s/d G 
  a. s/d 10.000 M3 200/M3 
 b. 10.01-100.000 M3 225/M3 
 c. 100.001-500.000 M3 250/M3 
 d. 500.001-1.000.000 M3 275/M3 
 e. Lebih Dari 1.000.000 M3 300/M3 
 Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan Keputusan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1840/VI/ Tahun 2011 Tanggal 1 Juni 
2011 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan 
Pajak Air Permukaan Tanah, ditetapkan diberbagai sektor pajak yakni 
sektor industri, pertambangan dan energi, sektor perdagangan dan jasa, 
sektor pertanian, sektor pariwisata, koperasi, UKM dan usaha lain yang 
berfungsi social, khusus dan sektor lain.  
Berikut ini penulis menyajikan data Wajib Pajak Air Permukaan 
yang pernah melakukan tunggakan pada tahun 2014. 
47 
NO WAJIB PAJAK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL 
1 PT. INCO 20.270.894.850 - - 20.553.449.700 
2 BAKARU - 1.742.347.740 40.000 527.176.490 
3 TANKA MANIPI - 32.640.847 - 102.396.538 
Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Dari data wajib pajak di atas Wajib Pajak Air Permukaan yang 
pernah melakukan tunggakan yakni PT.INCO, BAKARU dan TANGKA 
MANIPI. 
Dari hasil wawancara bersama Bapak Agus (staf pendataan bidang 
pajak) pada hari Kamis, Tanggal 26 Mei 2014 Pukul 12:43 WITA, bahwa 
dalam rangka penagihan Pajak Air Permukaan yang Terutang oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, ditetapkan dengan 
menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).  
Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah 
berisikan nomor SPTPD ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ) yaitu surat 
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 
pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau 
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 31 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah). Selain itu Surat Ketetapan Pajak daerah juga 
berisi jenis sumber air yang di gunakan oleh wajib pajak, nama wajib 
pajak, alamat wajib pajak, nama perusahaan/badan, alamat usaha, nomor 
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dan tanggal izin, lokasi sumber air, perhitungan pajak (jenis obyek, tarif, 
volume/areal/ daya, NPA/M3/Ha/PK, Pajak pokok), jatuh tempo 
pembayaran dll. 
Untuk  menentukan besarnya pajak terutang yakni dihitung dengan 
cara mengalikan tarif pajak dengan nilai perolehan air dengan volume 
pengambilan pemanfaatan air. Kemudian untuk mengetahui volume 
pengambilan pemanfaatan air, petugas pemungut melakukan pencatatan 
volume pemanfaatan air setiap bulan. Adapun contoh Penagihan Biasa 
yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
yakni dengan menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 
adalah sebagai berikut: 
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Untuk pembayaran pajak air permukaan lebih lanjut dijelaskan oleh 
Bapak Agus bahwa pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak tanggal ditetapkan.Apabila pajak yang terutang tidak dibayarkan 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ditetapkannya maka 
dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar. 
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Adapun bagi Wajib Pajak yang tidak disiplin dalam melaksanakan 
kewajibannya dalam membayar pajak, Dinas Pendapatan Daerah akan 
memberikan surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal 
pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus (pejabat pajak) untuk 
memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai 
dengan keputusan penetapan sampai dengan saat jatuh tempo. Surat 
teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau 
memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat 
teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak Daerah tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari 
batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. 
Untuk lokasi pembayaran pajak air permukaan Dinas Pendapatan 
Daerah bekerja sama dengan PT. Bank Sulselbar sebagai Kas Umum 
Daerah. Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain sesuai ketentuan 
maka penerimaan pajak daerah (pajak air permukaan) harus disetor 
dalam waktu 1 (satu) hari kerja ke Kas Umum Daerah (Bank Sulselbar). 
Dalam hal penagihan pajak air permukaan yang terutang oleh 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini tidak 
terdapat kasus Penagihan secara seketika dan sekaligus maupun 
penagihan  dengan Surat Paksa. Sejauh ini dispenda melakukan 
penagihan secara biasa yakni dengan memberikan surat tagihan kepada 
wajib pajak, adapun wajib pajak yang mempunyai piutang Pajak Air 
Permukaan  akan di berikan surat teguran oleh UPTD yang bersangkutan. 
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Melihat gambaran dari penagihan pajak air permukaan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di atas, dimana sejauh ini 
penagihan dilakukan dengan Penagihan Secara Biasa yakni dengan 
mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau STPD (Surat 
Tagihan Pajak Daerah) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak 
khususnya wajib pajak air permukaan berjalan dengan baik di Sulawesi 
Selatan. 
B. Faktor yang Mempengaruhi Penagihan Pajak Air Permukaan yang 
Terutang oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
1. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung pemungutan pajak ada 3 faktor yaitu: 
a. Wajib pajak  
b. Otoritas pajak 
c. Sistem pemungutan pajak  
Ketiga faktor tersebut harus baik dan saling mendukung. 
masyarakat harus baik saling mendukung. masyarakat harus memiliki 
kesadaran dan ketaatan sukarela dalam melaksanakan pemenuhan 
kewajiban perpajakan sesui dengan undang-undang dan ketentuan-
ketentuan perpajakan yang belaku, sehingga terbentuklah masyarakat 
wajib pajak. Otoritas pajak harus melayani masyarakat wajib pajak 
sebagai mitra dalam bekerja sama untuk menyukseskan pemungutan 
pajak. Pajak juga merupakan suatu bukti bahwa eksintensi suatu negara 
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beserta pemerintahnya diakui oleh rakyatnya. Jika rakyat patuh 
melaksanakan kewajiban perpajakan berarti semakin mengohkohkan 
eksintensi pemerintah tersebut. Dalam hidup bernegara, sudah pasti 
masing-masing pihak memliki hak dan kewajiban satu sama lain. Di satu 
sisi pemerintah harus memberikan rasa aman dan ketertiban umum dan 
pelayanan umum kepada rakyat. Di sisi lain rakyat harus memenuhi salah 
satu kewajiban yaitu membayar pajak. 
Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak 
dipungut akan sangat menentuhkan keberhasilan dalam pungutan pajak. 
Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung 
beban pajak yang harus dibiyai sehingga akan memberikan dampak 
positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam 
pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang 
akan semakin enggan membayar pajak. 
Hal yang menjadi pendukung dalam penagihan pajak air 
permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
antara lain: 
1. Mekanisme Kerja Pegawai 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintah 
yang berfungsi melakukan proses administrasi secara cepat dan tepat  
kepada wajib pajak/masyarakat di Sulawesi Selatan, tidak luput dari 
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tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam proses pelayanan, 
agar dapat memuaskan para wajib pajak atau masyarakat. 
Didalam menyikapi tuntutan tersebut maka dibutuhkan kompetensi 
dan profesionalisme pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang 
prima dengan pendekatan konsep manajemen sumber daya manusia 
sesuai apa yang dibutuhkan atau keluhan masyarakat atas pelayanan 
pembayaran pajak daerah yang dapat bermanfaat bagi mereka. 
Menurut pengamatan peneliti bahwa berbagai fenomena tentang 
pemberdayaan kompetensi pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tantangan didalam mencapai 
pelayanan yang efektif dan prima kepada wajib pajak atau masyarakat 
atau pihak terkait lainnya guna menunjang visi dan misinya. Fenomena 
yang terjadi terkait dengan faktor sumber daya manusia seperti: 
Keterampilan, Kerjasama, Disiplin kerja, Pendidikan, Pengalaman kerja, 
Kepemimpinan, Ketersediaan sarana dan lain-lain. Secara keseluruhan 
sumber daya manusia yang ada pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatancukup baik. 
2. Sistem Pemungutan Pajak 
Hal yang diungkapkan oleh Bapak Agus bahwa Perizinan yang di 
permudah yakni dibebaskannya biaya perizinan tentunya menjadi hal 
pendorong munculnya objek baru pajak air permukaan yang mampu 
menambah pendapatan daerah.Adanya UPTD (Unit Pelayanan Teknis 
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Daerah) di setiap kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan yang memberikan 
kemudahan dalam penagihan juga menjadi salah satu faktor pendukung 
dalam proses administrasi pajak. 
Hal inilah yang menjadi faktor pendukung dalam penagihan pajak 
air permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Faktor Penghambat 
Realita pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan. 
Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah 
beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran dan 
perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk 
hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas 
negara,(http://tegarnawawy.blogspot.com/2013/11/hambatan-dalam-
pemungutan-pajak.html?m=1)faktor penghambat pajak adalah: 
a. Perkembangan moral dan intelektual penduduk  
Yaitu perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang 
dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek dari pajak itu sendiri yang 
sulit dikontrol. 
b. Teknik pemungutan pajak itu sendiri  
Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian 
formulir yang rumit menyebabkan adanya penghidaran pajak, 
prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak dan 
membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak 
juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak. 
c. Penghindaran pajak secara yuridis 
Melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan 
yang dilakukan tidak terkena pajak. Ini disebabkan karena para wajib 
pajak memanfaatkan celah dan dan ketidakjelasan yang terdapat 
dalam undang-undang. Kenapa tidak jelas ? ini disebabkan karena 
undang-undang tersebut dibuat dengan kepentingan-kepentingan 
tertentu. 
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d. Pengelakan pajak  
pajak dilakukan dengar cara-cara yang melanggar undang-undang, 
pengelekan pajak ini terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak Daerah 
dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 
dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar 
penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari 
penghasilanya. 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bapak Agus 
(staf pendataan bidang pajak) bahwa yang mejadi faktor penghambat 
dalam penagihan pajak air permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah 
yaknitidak adanya Water Meter (alat pengukur pemakaian /pemanfaatan 
air) sehingga pihak Dinas Pendapatan Daerah kesulitan dalam melakukan 
penagihan pajak air permukaan serta kurangnya wajib pajak yang 
mengetahui  jatuh tempo pelaksanaan penagihan pajak air permukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa pelaksanaan penagihan pajak air permukaan oleh 
DinasPendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan optimal 
dengandilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak daerah yang pada 
pelaksanaannya mengacuh pada Peraturan Gubernur Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus 
Air Permukaan. 
2. Bahwa yang menjadi kendala utama dalam penagihan pajak air 
permukaan oleh Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
yakni tidak adanya water meter (alat pengukur penggunaan/ 
pemanfaatan air) yang menyulitkan pihak Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghitung penggunaan air oleh 
Wajib Pajak serta kurangnya Wajib Pajak yang mengetahui jatuh 
tempo pembayaran pajak air permukaan. 
B. Saran  
1. Pejabat pajak dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan untuk terus mencari inovasi-inovasi baru dalam 
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meningkatkan pendapatan asli daerah kususnya dari sektor 
penerimaan pajak air permukaan. 
2. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan agar lebih 
tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak khususnya wajib 
pajak pajak air permukan yang tidak disiplin. Yakni kepada wajib pajak 
yang tidak menyediakan water meter sebagai kewajiban wajib pajak air 
permukaan itu sendiri, 
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